BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementas; ipritas Nasional

melaklkan

..
Keduiddkian d13r1 ganisasi, tugas
46 Dinas~ Ketahanan Pangan dan

Penyederhanaan

perubahan te

Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang

rjia-Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten
Jember sudah tidak sesuai ;:lrengan perkembangan peraturan
perundang- undangan, sehingga perlu disesuaikan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Kabupaten Jember;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20716

Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik™ Indonesia

Pemerintah Nomor 72 Tah
Republik Indonesia Tahtn
Lembaran Negara-K

n 2017 tentang

eérubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada In

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

N BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
RGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menetapka

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBER.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jember.



4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

9, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

fungsional yang berdasarkan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pe ang menduduki

Daerah Dinas

ngan dan Peternakan Kabupaten Jember.
Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi



kewenangan daerah di bidang pertanian dan urusan
pemerintahan di bidang pangan.
(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan
dan Peternakan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan
dan Peternakan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
Ketahanan Pangan dan Peternakan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan

Pangan dan Peternakan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

dengan tugas dan fungsi serta tugas pembant

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
f. UPTD ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan

dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh

Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaij

an tugas dan dukungan

kepegawaian, perencanaan

antauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi  umum, kepegawaian, perencanaan
pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggung jawab
Dinas; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :



a. menyiapkan administrasi surat yang mehputi
penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;

¢. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan
dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya,;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan

analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan

Dinas;
f. menyusun rencana kebutuhan barang dan keb
pemeliharaan barang;
g. melaksanakan pelayanan adminis
pengadaan, pemeliharae

peralatan/perleng

eluruh rencana kebutuhan
penyelenggaraan  tata  usaha
lainnya;
yusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas;dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Peternakan
Pasal 6

(1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas :
a. membina pembibitan ternak;
b. melakukan Budidaya/Produksi Ternak;
c. melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak;
d. mengembangkan kawasan peternakan dengan penyebaran

ternak ;



e. fasilitasi izin usaha peternakan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Peternakan, mempunyai fungst:

a. pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak;

b. pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak
dan pengawasan mutu pakan ternak;

c. pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit
ternak dan pakan ternak;

d. pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak;

e. pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum;

f. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan budidaya te

pengolahan pakan ternak, pengolahan produk tefnak;

Pasal 7

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat {1} huruf d, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, mempuryal
fungsi:

a. pengawasan, pengamatan dan epidemilogi penyakit hewan
serta membuat peta penyakit hewan,;

b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan;

c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;

d. pelaksanaan pengawasan kesechatan masyarakat veteriner;,

e. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat

hewan,



pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan;
pelaksanaan fasilitasi rekomendasi perijinan di bidang
kesehatan hewan; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan
tugas.
Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 8

(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh

Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. i d pada ayat
: flangst meliputi :
" L

(1)

(2)

di bidang ketahanan

penyusunan laporan

penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan
tugas.

BAB IV

UPTD

Pasal 9

UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian
tugas Dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD merupakan Klasifikasi B.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian

tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.




BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing -
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, huruf c, huruf d,

bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsions

dimaksud pada ayat (2)
membantu Pejabat Administrator

rencana, pelaksanaan dan

pada pada masing-masing uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub

koordinator ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam




(3)

(4)

()

lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan befkala tepat

walktu.

Setiap laporan yang diteri inan satuan

organisasi dan bawahannaya dipergunakan

chirTanjut dan

sebagai baha

hubufigan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 13

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah sesual dengan peraturan perundang

undangan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IlIb atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan

Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Bagan Struktur Q
lampiran

Buoat

BAB X
ETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati
ini.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten

Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat

berdasarkan Peraturan Bupati ini.



.-/ .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangl;anf'//

Diundangkan i .
pada tdnggal I 2|

HENDY S

AN Waﬁtama Madya
NIP. 196 15 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (20



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR |20 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN,

ORGANISASI, TUGAS DAN-FUNGSI
SERTA TATA KERJA  DINAS
KETAHANAN _—PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
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